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Menimbang : a.

BIS MILLAHiRR{HMANI RRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR.

bahrva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2019 dan memperhalikan perkembangan
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2CI19 terdapat
kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sesuai
dengan surat Kepala Dinas Pengendaiian Penduduk,
Keiuarga Berencana, Pemberda],61311 Perempuan dan
Periindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Nomor 533
tanggai 18 Maret 2019 penhal: Pergeseran Belanja Tidak
Langsung, dkk, sehingga periu ciiubah Peraturan Bupati
Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2A19 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupatr Aceh Besar l.lornor 76
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2A79.
sebagai landasan operasionai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
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bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Besar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh
Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2419;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo(rcs}); $+irdt*'
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2" Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimervaan Propinsi Daerah Istimes'a
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 172, "l'arrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tatnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor aaAA);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 104, Tambahan
L,embaran Negara Republik indonesia Nomor 4121);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Takrun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
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1 1" Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
a6ta);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tent.ang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republlk indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5553) sebagaimana telah beberapa ka-li

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara"
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24rc Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;

18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018
Pengadaan Barangf Jasa Pemerintah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

tentang
Negara
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19" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2oll Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2AlI
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

"varrg
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial )zang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja l)aerah Tahun Anggaran 2A19 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Min-vak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12.
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor l Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 20i8 Nomor 7, Tambahan
Irmbaran Aceh Nomor fi2);

23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2A06
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 03);

24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55);

25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nornor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Deu,an Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol7 Nomor 3, Tambahan
l,embaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58); 
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26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2019 (L,embaran Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAI'I
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATi ACEH BESAR NOMOR 76
TAHUN 2OI8 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN
2At9.

Pasa] l

Merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar'
Tahun Anggaran 2019 semula berjumiah Rp.i.803.O17.5O7.813,00
bertambahlberkurang sejumlah Rp.00 sehingga menjadi Rp.
1.803.017.507 .813,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semuia

b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pendapatan seteiah

Rp" 1.803.0 17.507.8 13,00

Rp. 00

Perubahan Rp. 1.803,017 .507.8 13,00

Rp, 1.898.0 17.507.8 1 3.00

Rp. (95.000.0O0.000,00i

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.777.700.000.000,00

b. Bertambahl (berkurang) Rp. 120.317.507.813.00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan

1). Semula Rp. 95.000"000.000,00

2). Bertambah/ (berkurang) Rii. 5"000.000.000.00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.100.000.000.000,00

b.Pengeiuaran

1). Semula Rp 5.000.000.000,00

2). Bertambahl iberkurang) Rp ,00

y&,

Jumlah Pengeluaran Seteiah Perubahan Rp. 5.000.000.000.00
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Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 95.000.000.000.00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0.00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam iampiran I 1.ang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan tercantum secara
tersendiri yang merinci item perubahan pada Perangkat Daerah yang
meliputi Kecamatan Kota Jantho, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas
Syariat Islam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan, Dinas Pangan dan Kecamatan Sukamakmur.

(21 Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada a-v*at {1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2019 M

25 Rarab V4A H

# RUPATI ACtrH BESARD\TI ACEH BESARDM
lvIAwARDi ALI i

"Vxu

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggai 1 Aprii 2019 M

25 Raiab 1440 H
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BtrSAR, fP

ISKANDA

BERITA DAtrRAH KABUPATEN ACtrH BESAR TAHUN 2079 NOMOR 8


